BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis

menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan linkage program dengan pola executing yang disalurkan oleh
Bank Muamalat kepada lembaga keuangan mikro syariah mengacu kepada
Generic Model Linkage Program yang di luncurkan oleh Arsitektur
Perbankan Indonesia (API) pada tahun 2004 dengan menjadikan Fatwa
DSN-MUI nomor. 07/DSN-MUI/1V/2000 tentang Mudharabah dan Fatwa
DSN-MUI nomor 15/DSN-MUI/1X/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi
Hasil sebagai legalitas syariah, dari hasil kajian, penelitian dan analisis
terhadap penerapan fatwa DSN-MUI tersebut, maka bisa disimpulkan
bahwa ada sejumlah ketentuan yang tidak tepat, hal tersebut terjadi pada
status Bank sebagai Shahibul Mal, Dimana seharusnya dalam mudharabah
yang melibatkan tiga pihak (mudharabah musyarakah) status bank adalah
sebagai mudharib bukan shahibul mal, sehingga pada titik ini, status akad
mudharabah dianggap melampaui batas dan menjadikan akad tersebut
menjadi akad mudharabah yang fasid dan dianggap tidak ada serta tidak
mengikat secara hukum, kemudian mengenai prinsip pembagian hasil

usaha dengan menggunakan prinsip revenue sharing yang tidak sesuai



dengan asas keadilan dalam berkontrak karena mengandung kelemahan
dan berpotensi merugikan pihak pengelola dana (mudharib), selain itu
memasukkan Kklausul jaminan didalam akad mudharabah menurut
sebagian ulama menyebabkan klausul atau persyaratan tersebut menjadi
batal dan menurut sebagian ulama lainnya perjanjian mudharabah itu

secara keseluruhan menjadi tidak sah.

Dalam Penyelesaian  pembiayaan bermasalah adapun tindakan yang
dilakukan oleh Bank sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah
adalah melalui (1) Proses revitalisasi atau penyehatan pembiayaan dan, (2)
penyelesaian melalui eksekusi jaminan. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-
MUI  nomor. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah yang
menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya
maka terlebih dahulu menyelesaikannya melalui musyarawah, namun
dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa setelah tidak tercapai
musyawarah, terdapat perbedaan pilihan penyelesaian sengketa antara
fatwa DSN-MUI dengan ketentuan yang tercantum di dalam akad
Mudharabah yang diterapkan Bank Muamalat, dimana pihak bank
cenderung membawa permasalah tersebut untuk diselesaikan melalui jalur
litigasi atau peradilan, sementara di dalam fatwa DSN-MUI jalur yang
seharusnya ditempuh adalah jalur non peradilan (non litigation) yakni

melalui Badan Arbitrase Syari’ah.



B. Saran

1. Dewan Syariah Nasional sebagai suatu lembaga yang berperan menjamin
ke-Islaman Keuangan Syariah dalam menjalankan fungsinya untuk
menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan
perekonomian serta mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan
syariah perlu lebih teliti dalam menggali dan mengkaji suatu permasalahan
sebelum memberikan sebuah hukum berupa keputusan fatwa. Kemudian,
bank syariah selaku lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan
perlu lebih arif dan bijaksana dalam mengimplementasikan fatwa kedalam
produk perbankan syariah, jika secara infrastruktur dan sumber daya
manusia belum memungkinkan untuk menerapkan suatu skim syariah
secara kaffah, sebaiknya pembiayaan dengan skim tersebut tidak perlu
dipaksakan untuk dipasarkan, hal ini untuk menghindari kemungkinan
antara bank dan nasabah saling memakan harta dengan cara yang bathil
dan menghindari terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari

khususnya yang terkait dengan kabsahan kontak/akad-akad syariah.

2. Kontrak Mudharabah sebagai sebuah kontrak bisnis perlu menekankan
konsep win-win solution, maka dalam hal terjadi perselisihan tentunya
perlu diupayakan penyelesaian yang terbaik dan elegan, suatu
penyelesaian perselisihan yang cepat, efektif dan efisien yang mengacu
kepada Fatwa 07/DSN-MUI/IV/2000 yaitu penyelesaian perselisihan
melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyawarah.



